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BAB I
PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, perpres No.112 Tahun 2013 tentang perubahan Perpres No. 26
Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional dan Surat
Edaran Kemendagri Nomor 470/327/2016 tentang perubahan Kebijakan dalam
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta surat Edaran Bupati
Temanggung No. 471/0090/2016 tentang Pengurusan dan Penerbitan Dokumen
Kependudukan Tidak Dipungut Biaya meliputi penerbitan baru, penggantian
akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis dan/atau akibat
perubahan elemen bagi KTP, KK, Akta Catatan Sipil dsb. Sedangkan bagi
penduduk yang melaporkan peristiwva kependudukan dan peristiwa penting
melebihi batas waktu yang telah ditentukan (terlambat pelaporannya) tetap
dikenai sanksi administratif berupa DENDA, sesuai yang tercantum dalam Perda
No. 4 Tahun 2009 Jo Perda No. 2 Tahun 2015. Hal ini berpengaruh terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil sudah tidak memungut retribusi lagi tetapi hanya denda saja..

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang tersebut bahwa Administrasi
Kependudukan telah meletakkan landasan hukum yang kokoh bagi
penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia, mencakup
penguatan terhadap terbangunnya kewenangan penyelenggaraan secara tegas,

penerapan sebuah system, eksistensi kelembagaan, prosedur, aparatur,



pengelolaan dan penyajian data melalui pembangunan database kependudukan
serta peningkatan partisipasi masyarakat dan dalam kepentingannya sebagai
dokumen Negara, keberadaan setiap warga negara untuk dicatat dalam Akta
Capil merupakan kewajiban bagi Negara sehingga bisa dikatakan hak bagi
setiap WNI untuk dicatat dalam Akta Capil. Dengan demikian dapat
diartikulasikan bahwa melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan
yang tertib akan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan untuk memenuhi tuntutan dan desakan masyarakat dalam
membangun tatanan pemerintah kearah good governance melalui penerapan
demokratisasi yang baik dan konsekuen dalam upaya optimalisasi pelayanan

publik.

Dalam pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten
Temanggung telah dibentuk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

berdasarkan Peraturan Bupati

Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2017 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil

dan Petugas Registrasi.

Dalam era reformasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
sebagaimana dituangkan dalam regulasi otonomi Daerah yaitu Undang-undang
No.23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, telah mendorong aparatur
Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik sehingga apa
yang disebut Good Governance dapat tercapai. Semangat reformasi yang
mengandung substansi materi tentang keterbukaan ini, tidak hanya dituntut oleh
masyarakat atau lembaga non pemerintah akan tetapi keterbukaan
(transparansi) selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi komitmen
semua pihak termasuk didalamnya para penyelenggara Pemerintahan Negara,

mulai dari Pusat, Propinsi, Pemerintah Kabupaten sampai pemerintah terkecil



yaitu desa. Salah satu upaya konkrit yang semestinya dilakukan guna
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara
adalah laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan mengikuti standar

akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan disampaikan tepat waktu.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
yang mengamanatkan bahwa penerapan basis akrual paling lambat
dilaksanakan Tahun 2014, maka penerapan basis akrual di Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2014
sudah melaksanakan, hal ini mengacu basis akrual di Pemerintah Kabupaten
Temanggung, sehingga laporan keuangan yang disusun meliputi laporan

pelaksanaan anggaran, laporan finansial dan CaLK.

Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran
dan Laporan Perubahan SAL, sedangkan laporan financial terdiri dari Neraca,

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.

Dengan demikian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Tahun 2018 terdiri dari :

Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
Laporan Operasional (LO);

Neraca;

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

abrwd =

Pelaksanaan basis akrual ini didukung dengan terbitnya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintaha Daerah yang

diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Temanggung mulai Tahun 2014.

A. MAKSUD dan TUJUAN
Maksud dan tujuan dari disusunnya Laporan Keuangan dimaksudkan
agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak

terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan,



karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang

mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya.

Untuk menghindari hal tersebut, laporan keuangan harus dibuat Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk
memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan sekurang-
kurangnya memberikan manfaat bagi pemerintah dan seluruh pemangku
kepentingan, dengan menggunakan basis akrual akan memberikan manfaat

yang lebih besar.

Adapun manfaat bagi Pemerintah adalah untuk memberikan informasi
yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih
komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis Kas. Sedangkan manfaat
bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk
menilai akuntabilitas pengelolaan sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja
dan posisi keuangan sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan
keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih
tepat. Dalam era reformasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
sebagaimana dituangkan dalam regulasi otonomi Daerah yaitu Undang-undang
No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mendorong aparatur
Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik sehingga apa
yang disebut Good Governance dapat tercapai. Semangat reformasi yang
mengandung substansi materi tentang keterbukaan ini, tidak hanya dituntut oleh
masyarakat atau lembaga non pemerintah akan tetapi keterbukaan
(transparansi) selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi komitmen
semua pihak termasuk didalamnya para penyelenggara Pemerintahan Negara,
mulai dari Pusat, Propinsi, Pemerintah Kabupaten sampai pemerintah terkecil
yaitu desa.Salah satu upaya konkrit yang semestinya dilakukan guna

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara



adalah laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan mengikuti standar

akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan disampaikan tepat waktu.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik

9. Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

11.Peraturan  Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
TambahanLembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan
tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

16.Peraturan menteri Dalam Negeri nomo 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beebrapa kali diubah



terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor4 21 Tahun 2011
tentang perubahan kedua atas Peraturan menteri dalam Negeri nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

17.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

18.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

20.Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;

21.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten
Temanggung;

22.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2018

23.Peraturan Bupati Temanggung Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2018

24 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018.



BAB Il
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD )

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Temanggung berdomisili di Jalan Pahlawan nomor 98 Kelurahan
Purworejo Kabupaten Temanggung dengan tugas pokok melaksanakan urusan

Pemerintahan Daerah dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pelaksanaan

kegiatan operasional adalah :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

8. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

10.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung;



11.Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan,;

12.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian
Biaya Cetak KTP dan Akta Capil;

13.Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil.

14.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di
Kabupaten Temanggung;

15. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kartu ldentitas Anak.

Pada bulan Desember 2018 Pejabat Pengguna Anggaran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil memasuki purna tugas, sehingga
Pengguna Anggaran dijabat oleh PIt dari Staf ahli bidang Pemerintahan, Hukum
dan Lingkungan Hidup. Kabid Pelayanan Pencatatan sipil selaku Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Pelayanan publik bidang Pencatatan
Sipil memasuki purna tugas pada bulan September 2018, diganti oleh kasi
Kelahiran dan Kematian. Adapun Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat
Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Penerimaan tidak mengalami pergantian. Sedangkan untuk Pembantu
Bendahara Penerimaan di kecamatan yang mengalami pergantian yaitu

Kecamatan Candiroto dan Kecamatan Parakan.



BAB IV
PENUTUP

Penyelenggaraan Reformasi, Pembangunan, Pemerintahan dan
Pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip Tata
Pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga implementasinya dapat
benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsipnya meliputi
partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap,
wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta

profesionalisme.

Kelancaran kegiatan reformasi, Pembangunan Pemerintahan dan
pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2018 tidak lepas dari
sikap mental, tekat, semangat, ketaatan dan kedisiplinan Aparatur Pemerintah
serta dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat. Namun demikian perlu
disadari bahwa rangkaian penyelenggaraan kegiatan terhadap masyarakat
terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi sarana dan prasarana serta
keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menangkap

aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, Januari 2019

Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Lingkungan Hidup

WIDIATMOKO, SH MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600227 198303 1 013




BAB Il
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

|. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
A. PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Temanggung 2018 sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
mulai tanggal 1 April 2014 pengurusan dan penerbitan dokumen Kependudukan
Tidak Dipungut Biaya ( Gratis) sehingga dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan di
Kabupaten Temanggung hanya melakukan pemungutan denda keterlambatan
pelayanan KTP serta denda Akta Catatan Sipil.

Realisasi Pendapatan untuk periode Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No Uraian Target Realisasi Ket.
Anggaran( Rp) Anggaran( Rp)

1. | Pendapatan Denda 17.500.000,- 12.980.000,-
Administrasi
Kependudukan

2 Pendapatan Denda Akta 60.000.000,- 171.950.000,-

Pencatatan Sipil

Jumlah 77.500.000,- 184.930.000,-

Realisasi Pendapatan TA 2018 Rp.184.930.000,- (Seratus delapan puluh emapat
juta Sembilan ratus tigapuluh ribu rupiah) melebihi target sebesar Rp.
107.430.000,- (seratus tujuh juta empat ratus tigapuluh ribu rupiah ) atau 238,6
% dari Anggaran yang ditetapkan dalam APBD Rp.77.500.000, -.Dibandingkan
dengan TA 2017 realisasi pendapatan mengalami kenaikan disebabkan karena
ada kemudahan syarat pembuatan akte kelahiran dengan menggunakan SPTJM
(Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) sesuai Permendagri no 9 tahun 2016
tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran sehingga
pada tahun 2016 masyarakat berbondong bondong menyelesaikan administrasi
kependudukan yang tertunda karena tidak memenuhi syarat dan kegiatan
pelaksanaan jemput bola.



B. BELANJA

1.

Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai. Realisasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.907.325.439,- atau 96.69 % dari
Anggaran sebesar Rp.3.006.880.243,-

. Belanja Langsung

Belanja langsung meliputi belanja program perencanaan pembangunan
Daerah, belanja barang jasa, belanja pegawai dan belanja modal dengan
perincian sebagai berikut :

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi Ket.
(Rp) Anggaran
2018 (Rp)

Belanja Barang dan
Jasa 2.864.667.000,- | 2.548.426.117,-

Belanja Pegawai
1.105.237.500,- | 1.075.043.160,-

Belanja Modal
2.357.605.000,- | 2.318.200.400,-

C. LAPORAN OPERASIONAL

1.

Pendapatan

Pendapatan (LO) diterima per 31 Desember 2018 sebanyak Rp. 184.390.000,-
Pendapatan denda/retribusi sebanyak Rp. 184.930.000,-

Pendapatan Hibah/Transfer Rp. 0,-

2. Beban (LO)

Laporan Operasional per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.895.466.138,-
terdiri dari :
Beban pegawai
Beban barang jasa

Rp. 4.002.442.799,-
Rp. 1.893.023.339,-

Rp. 5.895.466.138,-

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

= Ekuitas awal di tahun 2018 sebesar Rp. 13.700.440.007.22, -
» Per 31 Desember 2018 defisit sebesar Rp. — 5.793.733.533 ,- dikarenakan

Pendapatan : Rp 184.930.000,-
Beban : Rp 5.895.466.138,-

Rp. 5.793.733.533,-

= Koreksi kesalahan karena perubahan kebijakan akuntansi sebanyak Rp. -

962.792.075.01,-

Mencatat reklas aset kursi dan meja menjadi ekstrakompatibel : Rp. ,-
Mencatat reklas bendera menjadi ektrakompatibel : Rp. .-



» Ekuitas yang dikonsolidasikan per 31
9.165.223.229,-.

Dari pencairan SP2D

Desember 2018 sebanyak Rp.

Rp. 9.173.358.251, -

Setor UUYHD : Rp. 202.255.160,-
Pengembalian gaji : Rp. 122.107.975,-
Pendapatan : Rp 184.930.000,-

Rp. 9.165.223.229,-

A. PENJELASAN LAPORAN NERACA

1. Kas dan Setara Kas

No Uraian TA 2018 (Rp) | TA 2018 (Rp) | Ket

1 Kas di bank - -

2 Kas di Bendahara - -
Pengeluaran

3 Kas di Bendahara - -
Penerimaan
Jum.Kas dan setara Kas - -

2. PIUTANG

Piutang (Beban dibayar dimuka) merupakan hak Pemerintah Daerah yang

sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum diterima.

Piutang di Dinas Kependudukan

Temanggung. N I H I L.

3. PERSEDIAAN

dan

Pencatatan

Sipil Kabupaten

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai

sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan

operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan

untuk dijual/ diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih

berada di Satuan kerja, dengan saldo per 31 Desember 2018 perinciannya

sebagai berikut:

No Uraian Jumlah (Rp)
1 Alat Tulis Kantor 591.944.023
2 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 140.500
3 Cetak 516.861.484
4 Benda Pos -
JUMLAH PERSEDIAAN 1.108.946.007




4. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi merupakan asset yang dimaksudkan untuk memperoleh nilai
ekonomik seperti bunga, deviden dan royality atau manfaat soaial, sehingga
dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang berdasar sifatnya
terbagi penanaman investasi permanen dan non permanen.

Dinduk Capil Investasi Jangka Panjang

5. BELANJA MODAL

Belanja Modal

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- NIHIL

Kabupaten

Temanggung meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja
Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja asset
Tetap Lainnya dengan realisasi TA 2017 dan TA 2018, sebagai berikut :

No

Uraian Asset Tetap

Tahun 2018 (Rp)

Tahun 2017 (Rp)

Tanah

105.114.300,00

105.114.300,00

Peralatan Mesin

5.182.391.888,00

4.948.506.588,00

Gedung dan Bangunan

11.851.665.328,84

11.851.665.328,84

Jalan, Irigasi

Jaringan

dan

192.162.750,00

201.953.350,00

Asset Tetap Lainnya

66.500,00

66.500,00

Jumlah Asset Tetap

17.331.400.766,84

17.107.306.066,84

Saldo akhir Asset Tetap Tahun Anggaran 2018 sebesarRp. 17.331.400.766,84,-
yang disajikan di Neraca merupakan nilai asset tetap neraca Tahun 2017
ditambah perolehan Barang Tahun 2018.

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2018, dapat
dijelaskan sebagai berikut :

a. TANAH (KIBA)

Asset Tetap berupa tanah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Temanggung terletak di Jalan Pahlawan No. 98 Kelurahan Purworejo

Kabupaten Temanggung seluas 4.835 m2 berasal dari Eks tanah Bengkok C No.

P.70.S.1ll pengadaan Tahun 2005 sebesar

Rp. 105.114.300,-




b. PERALATAN / MESIN ( KIB B)

Penilaian atas asset tetap peralatan dan mesin dalam rangka penyusunan neraca
awal berdasarkan pada nilai perolehan barang sampai denganTahun 2017 dan
perolehan barang baru Tahun 2018 serta reklase dari belanja cetak ke asset. Saldo
peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018 masing -
masing senilai Rp.4.948.506.588,- dan Rp. 5.182.391.888.,-

Saldo tersebut didasarkan karena adanya mutasi sebagai berikut:
Jumlah Peralatan dan Mesin Tahun 2017 Rp. 4.948.506.588,-
Perolehan Peralatan dan Mesin Tahun 2018 t.d:

(Belanja Modal)

- Komputer/ PC Rp. 12.600.000,-
- Printer Kartu Plastik Rp. 23.420.000,-
- Printer Inkjet Rp. 2.300.000,-
- Printer Inkjet Rp.  2.300.000,-
- Printer All In One Rp. 2.570.000,-

- Iris mata KTP-el/ Iris scanner Rp. 17.300.000,-

- Signature Pad KTP-el Rp. 10.900.000,-
- Finger Print Rp. 27.925.000,-
- Kamera 18 MP Rp. 12.000.000,-
- Printer Rp. 4.060.000,-
- Barcode Scaner Rp. 8.100.000,-
- Laptop/ Note Book Rp. 10.000.000,-
- Printer Rp. 2.871.000,-
- Kamera Rp. 6.847.500,-

- Komputer PC utk KTP-el(mobile) Rp. 13.770.000,-
- Printer Evolis utk cetak KTP Rp. 23.460.000,-
- Printer utk pely.Adminduk Rp. 12.096.000,-
- Troly Rp. 750.000,-

Rp. 231.410.300,-
- Reklese dari Belanja Cetak :

Papan Struktur Organisasi Rp. 2.475.000,-

Rp. 233.885.300.-

Rp. 5.182.391.888,-
JUMLAH KIB B ( ALAT MESIN) Rp. 5.182.391.888,-



c. GEDUNG DAN BANGUNAN (KIBC)

Penilaian atas asset tetap gedung dan bangunan berdasar pada nilai perolehan
barang sampai dengan Tahun 2017 untuk Tahun 2018 tidak ada perubahan.
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018

adalah sama yaitu Rp. 11.851.665.328,- dan Rp. 11.851.665.328,-

JUMLAH KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN) Rp. 11.851.665.328,84,-

d. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN (KIB D)

f.

Penilaian atas asset tetap untuk Jalan, lIrigasi dan Jaringan Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan berupa Instalasi jaringan. Penilaiannya
didasarkan pada hasil perolehan barang sampai dengan Tahun 2017
dikurangi asset yang ditinggal di gedung lama jin DiponegoroNo. 28. Saldo
Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018
yaitu dan Rp. 201.953.350,- dan Rp. 192.162.750,-

- Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2017 Rp. 201.953.350,-

Reklase ke Kelurahan Temanggung | yaitu:

- Jaringan listrik tegangan 1.300 VA Rp. 1.221.700,-

- Jaringan listrik tegangan 6.600 VA Rp.8.568.900,- RP.  9.790.600,- -

Rp. 192.162.750,-

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 Rp. 192.162.750,-

e. ASSET TETAP LAINNYA (KIB E)

Dalam rangka penyusunan neraca awal, penilaian atas asset tetap lainnya
didasarkan pada nilai perolehan/ pembelian pada tanggal neraca awal.
Saldo asset tetap lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018
sama yaitu Rp. 66.500,- dan Rp.66.500,- nilainya masih sama karena tidak

ada mutasi.

ASSET KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN/ KDP ( KIB F)

Nilai Asset Konstruksi Dalam Pengerjaan /KDP Kantor Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018 adalah O hal ini
dikarenakan tanggal 30 Desember 2017 Gedung Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sudah jadi dan diserah
terimakan PPK dan panitia penerima hasil pekerjaan pada tanggal 30
Desember 2017.



g. ASSET LAINNYA

Penilaian terhadap asset lainnya berupa asset tak berwujud, asset peralatan
mesin rusak dan asset jaringan rusak Tahun 2017 ditambah asset tak berwujud
Tahun 2018. Saldo per 31 Desember 2017 dan Saldo per 31 Desember 2018
masing-masing dengan nilai Rp. 1.367.113.035,- dan Rp. 1.387.913.035,-
Saldo tersebut didasarkan karena adanya tambahan perolehan berupa asset

tak berwujud Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :
Jumlah asset rusak s/d Tahun 2016

- Asset tak berwujud Tahun 2016 Rp.209.945.250,-
- Asset tak berwujud Tahun 2017 Rp. 14.850.000.-
Rp.224.795.250,-

- Asset tak berwujud Tahun 2018 td :
- Pembuatan server Mirror dan setting server
- Load Balancing Rp. 7.500.000,-
- Buku Tamu menggunakan card reader Rp. 2.200.000,-
- Aplikasi quality control pencetakan KTP-e Rp. 1.100.000,-
- Software pengembangan aplikasi

Pelayanan Adminduk Rp.10.000.000,-

Rp. 20.800.000,

Rp. 245.595.250.-

Jumlah Asset Lainnya Tahun 2018 Rp. 1.387.913.035,-

h. BARANG EKSTRAKOMPTABEL

Asset tetap yang nilainya di bawah batas materialitas asset tetap dicatat secara
terpisah dalam daftar barang ekstrakomtabel dan bukan merupakan bagian dari
nilai asset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB).
Daftar Barang Milik Daerah Ekstrakomtabel adalah Daftar Barang Milik Daerah
berupa asset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
Penilaian terhadap barang Ekstrakomptabel adalah belanja modal yang nilainya
dibawah Rp.200.000,-. Saldo per 31 Desember 2017 dan saldo per 31 Desember
2018 masing-masing dengan nilai Rp. 42.276.450,- dan Rp. 50.003.450,- karena
ada mutasi dari belanja pemeliharaan gedung yaitu :
- Barang Ekstrakomtabel sd Tahun 2017 Rp. . 42.276.450,-
- Reklase dari belanja pemeliharaan gedung

Akrilik Rp. 7.727.000,-

Rp.50.003.450,-
Barang Ekstrakomtabel Tahun 2018 Rp.50.003.450,-




i. Barang Pemeliharaan/ Barang Habis Pakai
Penilaian terhadap barang habis pakai karena nilai pemakaiannya tidak sampai 1
(satu) tahun sudah habis, barang ini reklase dari KIB B ke Pemeliharaan/Habis
Pakai terdiri dari :
- Bln Januari 2018 Rp. 45.699.900,-
- Bln Pebruari 2018 Rp. 1.250.000,-

- BIn April 2018 Rp.  600.000,-
- BIn. Mei 2018 Rp. 2.264.000,-
- BIn Juni 2018 Rp. 8.678.000,-
- BInJuli 2018 Rp. 1.480.000,-

- BIn Agustus 2018 Rp. 8.080.000,-
- BIn September 2018 Rp. 675.000,-
- BIn Oktober 2018 Rp. 2.009.500,-
- BIn Nopember 2018 Rp. 1.100.000,-
- BiIn. Desember 2018 Rp. 805.000,-

Rp.72.641.400,-

KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek
Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Dinduk Capil yang akan jatuh tempo
dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2017 dan 2018,
yang meliputi hutang PFK, Hutang Bunga, Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
dan Lain-lain kewajiban jangka pendek Tahun 2017 sebesar Rp.nihil dan Tahun
2018 sebesar : Rp. 75.733.595,-
= merupakan utang belanja di tahun 2018 yang terdiri dari

Utang belanja telepon Desember 2018 : Rp. 417.026,-
Utang belanja listrik Desember 2018 : Rp 6.397.299,-
Utang belanja air Nopember dan Desember 2018:Rp. 1.873.550,-
Utang belanja : 8.687.875,-
Utang Tenaga kebersihan Des 2018 : Rp 4.914.520,-
TPP bulan Desember 2018 . Rp. 62.096.200,-
Utang belanja Pegawai (honor SS) 67.010.720,-
Utang belanja asuransi L rp.
Utang PFK (pph 21) : Rp. 35.000,-
EKUITAS DANA Rp. 75.733.595,-

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Saldo per 31 Desember 2018 dan 31

Desember 2017 dapat dirinci sebagai berikut :

EKUITAS DANA : 2018 2017(Rp)

Jumlah ekuitas dana 15.607.979.515.21







